SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh penghasilan;

b. bahwa untuk memperbaiki kesejahteraan serta mendorong
peningkatan kinerja, disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan,
diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

—

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6866);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan
Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
dinas/badan.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
daerah pada umumnya.

7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP
adalah tambahan yang diberikan kepada PPPK.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

https://sidebar.jabarprov.go.id/v/COBD02DF51




BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Bagian Kesatu
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai
Pasal 2
(1) Setiap PPPK berhak mendapatkan TPP.

(2) PPPK diberikan TPP dengan besaran TPP sesuai dengan nama
jabatan dan kelas jabatan yang dilaksanakan.

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan
kriteria beban kerja.

(4) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), diberikan kepada PPPK yang dibebani pekerjaan untuk
menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal.

(5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara
proporsional berdasarkan hasil pengukuran kinerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2023.

Bagian Kedua

Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai pada
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 4

(1) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berada pada
UPTD Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan BLUD,
dapat memilih TPP atau insentif dari remunerasi BLUD.

(2) Pemilihan TPP atau insentif dari remunerasi BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama
1 (satu) tahun anggaran.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan TPP bagi PPPK bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

PPPK dapat diberikan TPP ketiga belas dan/atau TPP komponen
Tunjangan Hari Raya dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd.
BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.
. Pembina Tingkat |
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